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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan

Nomor 0543b/ U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba’ b be
- ta’ t te
& . ’ cs (dengan titik di atas)
Sa S
. jim Juli 2007 je
ha H ha (dengan titik di
C bawah)
¢ kha’ kh ka dan ha
s dal d de
5 zal z zet (dengan titik di
bawah)
ra’ r er
J
5 zai Z zet
P sin $ es
U syin sy es dan ye
sad S es (dengan titik di
i bawah)




. dad d de (dengan titik di
S bawah)
1 ta T te (dengan titik di
bawah)
I i Za’ Z zet (dengan titix di
bawah)
‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
C
. gain g ge
C
J fa’ f ef
3 qaf q ki
5| kaf k ka
J lam 1 el
mim m em
{
4 nun n en
wawu w we
J
o ha’ h ha
. hamzah ’ apostrof
P ya’ y ye
B. Vokal
1. Vokal Tunggal
Tanda Nama Huruf Latin Nama
S Fathah a a
ez Kasrah i i
—emie Dammah u u
Contoh :

x.~5 - kataba

5
"S5 - zukiro
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2. Vokal Rangkap

Tanda Dan Nama Gabungan Huruf Nama
Huruf
o Fathah Dan Ya’ ai A dan |
3 ; Fathah Dan Wau au A danu
Contoh:
:,‘a-zf - kaifa
J's» - haula

C. Ta’ marbutah
I. Ta’ marbutah Hidup
Ta marbutah hidup atau mendapatkan harkat fathah, kasrah, dan dammah

transliterasinya adalah /t/.

Contoh :

s0 » 0

JUbY! 25, — raudah al-atfal

2. Ta’ marbutah Mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

Contoh :

or

i=lb - {alhah

3. Kalau pada lafaz yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’

marbutah itu ditransliterasi dengan ha (h).
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D. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

Ly, — rabbana
J7 - nazzala

or

"3 - al-birr

-’

E. Kata Sandang
I. Kata Sandang Diikuti Oleh Huruf Syamsiah

Kata saﬁdang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasi dengan
bunyinya, yaitu huruf / I / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

:);iﬂ/ - ar-rajulu
:f.«ivj\ - asy- syamsu

2. Kata Sandang Diikuti Oleh Huruf Qamariah

Kata sandang yang diikkuti oleh huruf syamsiah ditransliterasi sesuai
dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

}Cuﬂ\ - al-badi‘u

F. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletal di tengah dan di akhir kata.
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Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
arab berupa alif.

Contoh :

-

4
. IR P -
O 34U - ta’khuzuna

;15:2 - syai’un
G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata
lain yang mengikutinya.

Contoh :

- *
P t 2

L‘;ﬁ)@‘}?}@ A OVy - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

-, -

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan hu.ruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :
J}:‘)Ni NV s - Wa ma Muhammadun illa ar-rastl.
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ABSTRAK

Perilaku monopoli dalam perdagangan merupakan ciri khas dari ekonomi
bebas (liberal economic) atau sistem ekonomi kapitalis yang mempunyai motto
laissez passer, laissez faire (biarkan ia berbuat, biarkan ia berjalan). Jelas motto
ini akan merugikan pihak yang lemah. Fenomena praktik monopoli lebih
menonjol pada sistem ekonomi bebas, namun praktik dagang monopoli tidaklah
akan menghidupkan kebebasan dagang tapi justru akan membunuh mekanisme
kebebasan pasar. Peluang usaha yang ada tidak dapat membuat seluruh
masyarakat mampu dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor
ekonomi sehingga terciptalah kondisi persaingan usaha yang tidak sehat dan
monopoli.

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diterbitkan Undang-Undang Republik
Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai UU Anti Monopoli). Larangan
tentang adanya kegiatan monopoli diatur dalam Pasal 17, Ayat pertama pada pasal
tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan—atas
produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pada ayat
selanjutnya dijelaskan bahwa pelaku usaha dianggap melakukan penguasaan
tersebut apabila barang dan atau jasa tersebut belum ada substitusinya, dapat
mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk pada bidang yang sama atau
menguasai pangsa pasar suatu barang lebih dari 50 % (lima puluh persen).

Dalam pasal 17 UU Anti Monopoli tersebut tidak dijelaskan mengenai
jenis komoditas tertentu yang terkena larangan pasal tersebut. Berawal dari sini
penyusun merasa perlu untuk menitikberatkan analisis pada komoditas dalam
monopoli. Persoalan yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
perspektif hukum Islam terhadap UU Anti Monopoli khususnya Pasal 17 dari segi
komoditas? '

) Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat perskriptif. yakni

melakukan penilaian tentang monopoli yang diatur dalam Pasal 17 UU No.5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat khususnya dari segi komoditas untuk kemudian dianalisis dengan hukum
Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, vaitu penelitian
yang sasaran utamanya adalah teks, khususnya undang-undang yang berkaitan
dengan monopoli dalam suatu usaha dan ditinjau dari norma-norma yang berlaku.
Adapun norma yang dimaksud adalah hukum Islam. :

Dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa segala komoditas
termasuk jasa dilarang untuk dilakukan monopoli. Adapun mengenai komoditas
yang menyangkut kehidupan orang banyak dimonopoli oleh negara. Hal tersebut
untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam hukum Islam segala barang yang
termasuk kepentingan umum dilarang untuk dilakukan a/-ifitikar. Bahkan negara
bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang-barang yang termasuk
kepentingan umum tersebut untuk kepentingan masyarakat.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan aspek penting kehidupan manusia sebagai
tulang punggung masyarakat. Sejak permulaan Islam di Mekkah sampai
terbentuknya masyarakat madani di Madinah, Islam telah menampilkan di
dalam al-Qur’an mengenai pola hubungan antara agama dan keimanan di satu
pihak dan sistem ekonomi di pihak lain.

Islam mengkaji aspek-aspek ekonomi sebagai aspek yang menyeluruh
menyangkut persoalan manusia, karena persoalan ekonomi jangkauannya
sangat luas dan terkait erat dengan kehidupan sosial. Islam tidak membahas
ekonomi manusia sebagai masalah sendiri dalam satu lingkup yang tidak dapat
dipisahkan. Ekonomi adalah salah satu aspek menyeluruh bagi manusia.
Dengan demikian harus dikaji dalam konteks yang menyeluruh pula.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi ternyata masih banyak
dijumpai praktik-praktik tidak etis yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi
dalam melakukan kegiatan ekonominya. Dalam rangka meminimalisir hal
demikian diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat mengikuti dinamika
perkembangan ekonomi serta memfasilitasi persaingan sehat dan mencegah
adanya praktik monopoli yang menimbulkan konglomerasi. Perangkat ﬁukum
tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi

dengan memberikan peluang yang sama bagi semua pengusahé untuk



berpartisipasi dalam proses produksi barang dan jasa di iklim usaha yang
sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
yang wajar.’

Proses penyesuaian dunia usaha di Indonesia terhadap Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut dengan UU Anti
Monopoli) telah selesai pada tanggal 5 September 2000. Undang-undang ini
berlaku satu tahun sejak diundangkan (5 Maret 1999) untuk memberikan
peluang penyesuaian dunia usaha terhadap substansi larangan praktik
monopoli yang dicantumkan di dalamnya. Berarti bahwa sejak tanggal 5
Maret 2000 seharusnya undang-undang ini diberlakukan terhadap dunia usaha,
tetapi pemerintah memberi waktu tambahan proses penyesuaian sekitar 6
bulan, sehingga pada tanggal 5 September 2000 undang-undang ini praktis
diberlakukan.’

UU Anti monopoli merupakan refleksi dari semangat untuk
membangun sistem ekonomi pasar yang efisien, terbuka dan sehat. Secara
khusus undang-undang ini bertujuan untuk menjaga eksistensi keseimbangan
antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar.

Apa saja bentuk praktik monopoli yang dilarang oleh UU Anti

Monopoli ? Ada tiga kategori berbagai penyimpangan atau praktik monopoli

' M.H Dahlan dan Sanusi Bintang, M.L.1.S., Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), him. 97.

® Didik J. Rachbani, Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan (Jakarta:
Granit, 2004), hlm. 127.



yang dilarang di dalam undang-undang tersebut, yakni perjanjian bersama
yang menyebabkan persaingan tidak sehat, kelompok kegiatan yang mengarah
pada praktik monopoli dan persaingan usaba tidak sehat, dan larangan

memanfaatkan posisi dominan.’

Praktik monopoli bisa berupa suatu kegiatan untuk menguasai
produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga secara bertahap dengan
praktiknya yang curang tersebut dapat menempatkan pelaku usaha mencapai
posisi dominan yang berpengaruh nyata terhadap pasar.

Larangan adanya praktik monopoli diatur dalam pada Pasal 17 ayat (1)
dan (2) UU Anti Monopoli yang berbunyi:

Pasal 17 :

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada
substitusinya; atau

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke
dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
atau

c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 17 UU Anti Monopoli tersebut tidak menjelaskan secara detail

mengenai barang atau jasa yang termasuk dilarang untuk dimonopoli. Berawal

3 Ibid., hlm. 133.



dari sini penyusun merasa tertarik untuk menganalisis Pasal 17 UU No.5

Tahun 1999 khususnya mengenai komoditas.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian di atas, pokok masalah dalam skripsi ini adalah
bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap kegiatan monopoli yang

diatur dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 dari segi komoditas ?

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menjelaskan
bagaimana tinjauan hukum Islam tentang komoditas yang dimonopoli dalam
Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang
monopoli yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Anti
Monopoli apabila dikaitkan dengan perspektif hukum Islam.

2. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam.

D. Telaah Pustaka
Adapun kajian yang dilakukan mengenai masalah monopoli dan

berbentuk buku, diantaranya adalah Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli



Indonesia. Buku ini berisi UU Anti Monopoli yang terdiri dari 11 BAB dan
53 pasal.’

Dalam buku Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan
Sehat oleh Munir Fuady menjabarkan dan menerangkan Undang-Undang No.5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat serta kegiatan monopoli yang sudah menjamur di Indonesia.’

Insan Budi Maulana pengarang buku Pelangi HAKI dan Anti Monopoli
tidak hanya menjelaskan tentang monopoli, tetapi juga masalah perlindungan
yang dapat melakukan praktik monopoli serta sanksi-sanksi yang akan
diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukannya.®

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja dalam Anti Monopoli: Seri Hukum
Bisnis, menjelaskan bahwa banyak sekali penyebab timbulnya monopoli yang
kehadirannya tidak bisa dihindari begitu saja karena lebih banyak
menimbulkan kerugian daripada manfaatnya. Tidak hanya perusahaan milik
swasta saja yang dapat melakukan monopoli, pemerintah pun juga bisa
melakukannya.” Semua buku-buku tersebut diatas acuannya tidak terlepas dari
adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2001).

* Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat (Bandung;:
Citra Aditya Bakti, 1999).

% Insan Budi Maulana, Pelangi HAKI Dan Anti Monopoli (Y ogyakarta: PSKH UII, 2000).

"Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Anti Monopoli: Seri Hukum Bisnis (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 1999).



Sementara itu riset-riset yang meneliti tentang monopoli cukup
banyak, diantaranya adalah M. Nejatullah Siddigi dalam bukunya yang
berjudul Pemikiran Ekonomi Islam 8 Prof. Dr. Abdul Mannan dalam bukunya
yang berjudul Teori dan Praktek Ekonomi Islam ? Adiwarman Karim dengan
Ekonomi Mikro Islam '°, Afzalur Rahman dengan bukunya yang berjudul
Doktrin Ekonomi Islam."!

Adapun untuk karya skripsi yang melakukan kajian-kajian tentang
monopoli adalah Muhammad Abdullah Syafi’i, dalam skripsinya yang
berjudul  Penimbunan  Barang  Dalam  Aktifitas  Ekonomi.  Dia
mengkomparasikan bagaimana hukum penimbunan barang dalam pandangan
dua mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. E

Skripsi yang lain adalah karya Fitriyani yang membahas mengenai
pengaruh al-ihitikar terhadap mekanisme pasar dipandang dari segi hukum
Islam. Pada kesimpulannya, a/-ihtikar diharamkan karena berakibat kepada
ketidakstabilan harga yang ada di pasar, karena tindakan mufitakir yang

sewenang-wenang dalam menetapkan harga.'

® Muhammad Nejatullah Siddiqi, Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: LPPM Bhakti
Primayasa, 1996).

? Prof. Dr. Abdul Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Y ogyakarta: Dana Bhakti
Primayasa, 1995).

' Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: IIIT, 2002).

" Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

"> Muhammad Abdullah Syafi’i, * Penimbunan Barang Dalam Aktivitas Ekonomi (Studi
Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i) ” SknpSI Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm. 76. —

" Fitriyani, ” Tinjauan Hukum Islam Tentang al-ilitikar Terhadap\Mekanisme Pasar ”,
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hlm. 65.



Dengan tema yang sama, Muhammad Turkisi'® dan Alawiyah'’
menyusun skripsi yang berkaitan dengan al-ihtikar. Namun pokok
pembahasan keduanya berbeda. Muhammad Turkisi membahas tentang a/-
ihtikar menurut pandangan al-Gazali dan Alawiyah membahas tentang al-
Ihtikar menurut pandangan Imam an-Nawawi.

Skripsi yang lainnya disusun oleh Muhammad Darmadi dengan judul
Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam Dan UU No.5
Tahun 1999. Dalam skripsinya ia membahas tentang perbedaan dan
persamaan monopoli dalam hukum Islam dan UU dari segi subyek, motivasi
dan komoditas."

Sepengetahuan penyusun, belum ada literatur yang secara khusus
membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kegiatan
monopoli yang diatur dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 dari segi

komoditas.

E. Kerangka Teoretik
Secara etimologi monopoli berasal dari kata Yunani monos yang
berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Dari arti kata tersebut dapat

disimpulkan dengan sederhana bahwa secara terminologi monopoli

" Muhammad Turkisi, » al-iftikar Dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan al-
Ghazali) ”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, him. 71.

' Alawiyah, ” Pandangan Imam an-Nawawi Tentang Penimbuan Barang ”, Skripsi :
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, him. 68.

' Muhammad Darmadi, ” Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam Dan
UU No.5 Tahun 1999 , Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006,
him.72.



merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan
suatu barang atau jasa tertentu.'’
Dalam perkembangannya, istilah monopoli sering dipakai orang untuk

menunjuk tiga titik berat yang berbeda, yaitu 18

1. Istilah monopoli dipakai untuk menggambarkan suatu struktur pasar
(keadaan korelatif permintaan dan penawaran). Menurut Meiners,
monopoli dapat dilakukan tidak hanya satu penjual, melainkan beberapa
penjual yang membuat keputusan bersama tentang produksi atau harga.

2. Istilah monopoli sering dipergunakan untuk menggambarkan sﬁatu posisi.
Adapun yang dimaksud posisi di sini adalah posisi penjual yang memiliki

penguasaan dan kontrol eksklusif atas barang atau jasa tertentu.

(O8]

Istilah monopoli juga sering dipergunakan untuk menggambarkan
kekuatan yang dipegang oleh penjual untuk menguasai penawaran,
menentukan harga, serta memanipulasi harga.

Dalam Islam, terdapat suatu kegiatan yang merupakan proses untuk
memonopoli suatu barang, yakni al-iftikar. Definisi al-ilitikar secara
etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau

tempat untuk menimbun."

18.

' Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, cet.] (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), him.

8 Ibid., him.19.

“Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (Jakarta: Balai Pustaka,

1976), him. 173.



Adapun al-iitikar secara terminologi menurut ulama berbeda-beda
dalam mendefinisikannya.

Menurut Imam al-Gazali (ahli figh mazhab Syafi’i) yang dimaksud
dengan al-ihtikar adalah penimbunan yang terbatas pada bahan makanan
pokok saja. Selain bahan makanan pokok tidak terkena larangan meskipun
barang tersebut termasuk barang yang bisa dimakan. Seperti obat-obatan,
jamu-jamuan, wewangian dan sebagainya. Alasan dari pendapat tersebut
adalah karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan.

Menurut Imam Abu Yusuf, salah satu pengikut mazhab Hanafi,
menyatakan bahwa larangan al-ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian
dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat.
Menurut pendapatnya, yang menjadi %//af dalam larangan melakukan al-
ihtikar tersebut adalah kemudaratan yang menimpa orang banyak.
Kemudaratan yang dapat menimpa: orang banyak tersebut tidak hanya
makanan, pakaian dan hewan, melainkan mencakup segala barang yang
dibutuhkan oleh orang.*

Sedangkan menurut Adiwarman Karim, a/-iftikar berarti mengambil
keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit

barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan

monopoly’s rent.*!

0 Ensiklopedi Hukum Islam, edit oleh Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: PT. Ichtiar Baru,
1996), II: 655.

! Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, cet. 1 (Jakarta: IIIT, 2002), him. 154.
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Dalam al-Qur’an secara langsung tidak disebutkan mengenai a/-
ihtikar. tetapi ada ayat yang menyebutkan mengenai penimbunan emas dan

perak, yaitu :

ny b pid Al Jorr QU ALY 5 Aadlly Cadl) 0555 cp Ul

22(’_:35

Dalam hadis Rasulullah saw juga disebutkan mengenai al-ihtikar:

B Ll Set Y

Larangan dalam hadis tersebut menunjukkan adanya tuntutan untuk
meninggalkan perbuatan al-ihitikar. Adapun bagi pelakunya disebut dengan
khati’ yang berarti orang yang berdosa dan berbuat maksiat.

Larangan yang sangat tegas tentang penimbunan barang berdasarkan

hadis:

O gl Saly By5m AU

22 At-Taubah (9): 34.

B Muslim, Sahih Muslim, Bab Tahrimu al-iitikar fi al-Agwaid (Bandung: Dahlan, ttt.), I:
702. Hadis ini diriwayatkan dari Sa’id Bin Umar, diriwayatkan dari Muhammad Bin ‘Ijlan dari
Muhammad ‘Umar Bin ‘Atho’ dari Sa’id Bin Musayyab dari Mu’ammar Bin ‘Abdullab.

2 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), II: V. Bab Hukratu Wa al-Jalbi.
Hadis ini diriwayatkan dari Nasr Bin ’Ali al-Jahdawi, diriwayatkan oleh Abu Ahmad,
diriwayatkan oleh Israil dari "Ali Bin Salim Bin Subani dari *Ali Bin Zain Bin Jud’ani dari Sa’id
Bin al-Musayyab.
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Adapun hadis ini menjelaskan tentang larangan melakukan
penimbunan harta terhadap bahan makanan.

Penimbunan barang tidak selalu diharamkan. Ada suatu penimbunan
yang dilakukan oleh seseorang yang dihalalkan oleh Islam. Penimbunan yang
diharamkan menurut Islam adalah penimbunan yang dilakukan untuk
menunggu saat memuncaknya harga barang agar dapat menjual barang yang
ditimbun tersebut dengan harga tinggi. Selain itu penimbunan pada saat
manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun juga diharamkan oleh
Islam.”

Adapun penimbunan yang tidak dilarang oleh Islam adalah
penimbunan barang untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk menghindari
kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, diharamkannya menimbun adalah setelah
terpenuhinya dua syarat:

1. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab
adanya penimbunan tersebut.

2. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa
susah dan supaya ia mendapat keuntungan yang berlipat ganda.” 6
Adiwarman Karim mengatakan suatu kegiatan masuk kedalam

kategori al-fhtikar apabila :

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stok

* As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Libanon: Dar Fikr, 1981), I1I: 100.

* Yusuf al-Qaradhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Penerjemah: Mu’ammal Hamidy
(Surabaya: Bina Iimu, 2000), hlm. 358.
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2. Menjual dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga
sebelum munculnya kelangkaan.

3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibanding keuntungan
normalnya.

Praktik monopoli yang berlangsung di pasar merupakan tindakan yang
tidak mungkin untuk dinilai baik atau buruk tanpa mempertimbangkan unsur
subyek dan komoditas. Legalitas hukum Islam diturunkan untuk memelihara
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dan menjauhkan manusia dari
kerusakan selama menempuh kehidupan di dunia. Berdasarkan pendapat
ulama tujuan disyari’atkannya hukum Islam adalah untuk memelihara lima hal
yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Sehingga setiap tindakan
manusia harus ditujukan terhadap pemeliharaan lima hal tersebut, termasuk di
dalamnya dalam mengelola dan mencari harta untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Pada dasarnya kegiatan mu’amalah harus mengacu pada prinsip-
prinsip mu’amalah yang telah dirumuskan oleh ulama. Prinsip-prinsip tersebut
anta lain '

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah kecuali
ditentukan lain oleh al-Qur’an dan hadis.
2. Mu’amalah didasarkan atas suka sama suka, tanpa mengandung

paksaan.

" Ahmad Azhar Basjir, Asas-dsas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), him. 10.
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3. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat -
dan menghindarkan madarat dalam kehidupan masyarakat.

4. Pelaksanaan mu’amalah harus memelihara nilai keadilan dan
menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan
dalam kesempitan.

Islam melarang setiap tindakan dan melarang praktik-praktik yang
dapat menimbulkan kondisi instabilitas dalam pasar yang pada akhirnya
mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam pasar. Praktik monopoli
yang didasari dengan egoistik termasuk praktik yang harus dihilangkan dalam
suatu pasar.

Penimbunan dalam Islam merupakan suatu hal yang dapat merugikan
masyarakat luas. Pelarangan hal ini sesuai dengan kaidah ushul figh yang

menyatakan :

mfwa,b_“ Ca.ﬂ u,au-br,'a_” M

Dalam hal penimbunan makanan, maka yang harus dilakukan adalah
menjual makanan yang ditimbun tersebut dengan paksa apabila pemilik
makanan itu menimbunnya, padahal manusia membutuhkan hal tersebut dan
dia tidak mau menjualnya.29

Kaidah lain menyatakan :

»® Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Figh),
Penerjemah: Noer Iskandar, cet. VI, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), him. 346.

2 Ibid.
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Salah satu tindakan yang mengacu kepada kaidah tersebut adalah

seorang pemilik dilarang mengelola barta miliknya apabila pengelolaannya itu

membahayakan orang lain. 3

Hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan sosial. Segala praktik yang dilakukan dalam perekonomian
harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebagaimana dicantumkan
dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni :

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan

demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.*

Dengan menganut Demokrasi Ekonomi, Indonesia menghendaki
adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi
dalam perekonomian bangsa baik dari segi produksi maupun distribusi suatu

barang atau jasa.

3 Ibid.
*Ubif, him. 347.

32 Pasal 2 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat.
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F. Metode Penelitian

1.

(9%

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menekankan sumber
informasi dari berbagai bahan kepustakaan, seperti buku, majalah, dan
karya ilmiah lainnya yang relevan dengan obyek kajian.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perskriptif, yaitu melakukan penilaian terhadap
kegiatan monopoli yang diatur dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 untuk
kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif >, yaitu penelitian yang sasaran utamanya adalah teks, khususnya
undang-undang yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan tidak
sehat dalam suatu usaha dan ditinjau dari norma-norma yang berlaku.
Adapun norma yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hukum Islam.
Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan
sehubungan dengan usaha mendapatkan data yang relevan melalui
referensi-referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam
penyusunan skripsi ini data tersebut dikategorikan menjadi dua yakni data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab figh yang

membahas tentang al-ihtikar. Adapun sumber data sekunder yang

digunakan sebagai rujukan adalah teks Undang-Undang Republik

» Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, Dalam Mazhab

Jogja Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer (Yogyakarta: Ar-Ruz Press, 2002),
him.157-162.
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Indonesia No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terdiri dari 11 BAB dan 53 pasal dan.
5. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan
cara berpikir deduktif, langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum
dalam norma Islam menuju pada hal-hal yang bersifat khusus, yakni
monopoli.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas pokok masalah yang telah tertuang dalam rumusan
masalah diatas, penyusun dalam pembahasannya membagi dalam lima bab,
yaitu:

Bab I sebagai bab pendahuluan, diletakkan sebagai bab pembuka yang
terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam Bab II, sebagai bab awal dari pembahasan terbagi
menjadi dua sub bab. Sub pertama membahas tentang monopoli menurut
hukum Islam. Adapun yang diuraikan mengenai pengertian monopoli dan
pendapat ulama. Sub kedua menguraikan tentang monopoli menurut UU No.5
Tahun 1999 mengenai pengertian dilanjutkan dengan karakteristik monopoli,
faktor terjadinya, jenis-jenis monopoli, pengaruh monopoli, serta komoditas
monopoli.

Setelah menggambarkan tinjauan umum monopoli, pada bab III
menggambarkan tentang monopoli sebagai suatu al-ihtikar. Bab ini terdiri dari

dua sub bab. Sub bab pertama monopoli menurut hukum Islam dari segi
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subyek dan komoditas. Adapun sub bab kedua membahas mengenai monopoli
menurut UU No.5 Tahun 1999 dari segi subyek dan komoditas.

Pada Bab IV disajikan analisis hukum Islam terhadap Pasal 17 UU
No.5 Tahun 1999 dari segi subyek, komoditas serta dari segi magasid
syari’ah.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.






BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Ticiak Sehat yang mengatur tentang kegiatan
monopoli dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat. Dalam Pasal 17 tersebut barang dan jasa yang disebutkan bersifat
umum.

Adapun yang dimaksud dengan barang, sebagaimana tercantum dalam
Pasal 1 UU No.5 Tahun 1999 adalah setiap benda yang dapat diperdagangkan,
digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak.

Dengan demikian dapat diambul kesimpulan bahwa pelarangan praktik
monopoli berlaku terhadap semua komoditas, baik barang maupun jasa.

Mengenai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur
tersendiri dalam Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut
dijelaskan bahwa komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak
dimonopoli oleh pemerintah, baik yang berkaitan dengan kegiatan produksi

maupun pemasaran.

86




B.

1.

87

Barang-barang yang menyangkut kehidupan orang banyak juga diatur
dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam pengelolaannya pemerintah dapat
mendelegasikan ke sektor-sektor swasta besar dan Badan Usaha Milik Negara
dan tidak boleh diberikan kepada sekelompok orang tertentu untuk mengambil
dan memanfaatkannya dalam pemenuhan kebutuhan pribadi. Hal tersebut
sesuai dengan hadis Rasulullah saw ” Kaum muslimin berserikat pada tiga
hal: air, rumput dan api ™.

Barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan umum (al-milkiyat
al-’anunah) menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelola dan
mendistribusikan untuk kepentingan rakyat banyak.

Saran

Rumusan yang jelas mengenai kriteria dan tolak ukur tentang komoditas
yang bersifat menguasai hajat hidup orang banyak dan merupakan
kepentingan umum, perlu diatur dan dijabarkan secara lebih kongkret dalam
peraturan perundang-undangan.

Intervensi Pemerintah terhadap barang-barang yang menguasai hajat hidup
orang banyak harus berpihak pada kemakmuran masyarakat. Sehingga
kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak berdampak negatif bagi masyarakat.
Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam setiap pemanfaatan
sumber daya alam yang menyangkut kehidupan orang banyak. Peran serta
ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan hak Pemerintah untuk
mengatur, menyelenggarakan dan memelihara sumber daya alam serta

pengaturan hukumnya.
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